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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki batasan penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban ketika terjadi penyimpangan hukum. Prinsip 

legalitas memainkan peran maksimal yang tidak cukup dalam melayani kepentingan warga negara. 

Diskresi muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekosongan dan kelemahan dalam penerapan 

prinsip legalitas (wetmatigheid van bestuur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

desentralisasi pelayanan publik didorong oleh devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan kekuasaan diskresi oleh 

Pejabat Pemerintah hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu di mana hukum dan peraturan 

yang berlaku tidak mengaturnya, atau peraturan yang ada tidak jelas dan dalam situasi darurat/urgent 

untuk kepentingan umum. Pertanggungjawaban atas keputusan diskresi dibagi menjadi dua kategori: 

(1) tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab pribadin dan (2) Kategori pertama berlaku jika 

bertindak atas nama jabatan (ambtshalve) tanpa unsur maladministrasi. 

Kata Kunci: Diskresi, Pemerintahan, Pertanggungjawaban. 

 

PEiNDAiHULUAiN 

Tujuan negara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tugas pemerintahan. Dibutuhkan peraturan 

untuk mengubah cara pemerintah beroperasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

karena kompleksitas tugas administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas-tugas 

penyelenggaraan pemerintahan, badan dan pejabat pemerintah menggunakan peraturan ini 

sebagai landasan. Peran negara sangat penting dalam konsep negara hukum modern. 

Kesejahteraan masyarakat ditanggung oleh negara. Dalam literatur, konsep ini dikenal 

dengan beberapa istilah, seperti welfare state atau social service state, yang menekankan 

peran negara dalam menyediakan layanan sosial dan mendukung kesejahteraan warga 

negara. Konsep penting yang menjadi dasar dalam mewujudkan sistem pemerintahan negara 

hukum adalah prinsip fundamental mengenai supremasi hukum, yaitu hukum harus menjadi 

otoritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan.  

Pesatnya perkembangan negara hukum menjadi negara hukum modern ini salah 

satunya disebabkan oleh tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin 

berkembang dan bertambah luas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Administrasi 

negara sebagai penyelenggara tugas servis publik telah memasuki berbagai aspek kehidupan 

masyarakat yang sangat kompleks dan rumit. Tugas-tugas baru bertumbuh sementara 

tugastugas lama semakin berkembang. Pemerintah harus dapat dengan cepat memenuhi 

kebutuhan masyarakat karena situasi dan masalah masyarakat negara semakin berkembang. 

Untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui hukum, terutama hukum 

administrasi, diperlukan lembaga dan standar tertentu. Namun, karena masalahnya yang 

luas dan kompleks, tidak semua langkah yang harus diambil oleh pemerintah negara telah 

diatur dengan jelas. Hal ini menimbulkan konsekuensi khusus, yaitu administrasi negara 

memerlukan kebebasan bertindak secara mandiri, terutama dalam menangani masalah-

masalah mendesak dan penting yang muncul tiba-tiba, dimana peraturan yang mengaturnya 
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belum ada, masih samar-samar, atau dirumuskan secara sangat umum, tidak spesifik, atau 

tidak jelas. Hal inilah dalam hukum administrasi disebut discretionary power atau pouvair 

discretionaire atau Freies Ermessen atau diskresi. Diskresi diartikan sebagai suatu bentuk 

penyimpangan terhadap asas legalitas yang diperbolehkan atau pengecualian dalam 

pengertian wet matigheid van bestuur, dan kebijakan itu harus memberikan dampak positif 

dan mensejahterakan masyarakat umum.  

 Berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi, Indonesia adalah negara 

dengan prinsip kedaulatan yang berdasarkan hukum, konsekuensi dari pernyataan tersebut 

adalah bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang dikeluarkan tanpa dasar 

hukum yang jelas dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang atau tindakan yang 

melampaui kewenangan, sehingga dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan hukum. Inilah 

konsepsi dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, namun karena keterbatasan dari asas 

ini atau karena adanya kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-

undangan itu sendiri, maka kepada pemerintah diberi kebebasan freies ermessen atau 

diskresi, yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Sebagai penyedia layanan publik, administrasi 

negara akhirnya memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan rumit. Namun, sebagai akibatnya, 

tindakan administrasi yang dituangkan dalam bentuk freies ermessen semakin meningkat. 

Di mana diskresi digunakan, jika tidak dilakukan dengan baik dan untuk kepentingan umum, 

akan sangat berbahaya bagi kelangsungan negara. Jika kebebasan pejabat ini tidak 

digunakan dengan benar, negara hukum Indonesia akan beralih menjadi negara pejabat 

Indonesia. Maka dari itu perlu diketahui apa pengertian dan apa saja batasan - batasan yang 

mengatur daripada freies ermessen atau diskresi ini. Berdasarkan uraian di atas, maka 

permasalahan yang akan diangkat adalah: apa pengertian dan batasan dari freies ermessen 

atau diskresi; dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintahan terhadap 

penyalahgunaan diskresi. 

 

HAiSIL DAiN PEiMBAiHAiSAiN 

Dailaim baihaisai Jeirmain, freiieis eirmeissein beiraisail dairi kaitai freii, yaing beirairti beibais, 

meirdeikai, aitaiu tidaik teirikait, seidaingkain eirmeissein beirairti meimpeirtimbaingkain, meinilaii, 

meindugai, aitaiu meimbuait keiputusain. Dailaim baihaisai Inggris, istilaih ini diseibut diskreisi, 

yaing beirairti keibijaiksainaiain, keileiluaisaiain, aitaiu keihaiti-haitiain. Seicairai sifait, diskreisioneir 

beirairti meimbeiri keibeibaisain keipaidai individu untuk meimbuait keiputusain beirdaisairkain 

keibijaiksainaiain meireikai seindiri. Oleih kaireinai itu, freiieis eirmeissein seicairai teirminologis 

beirairti oraing yaing meimiliki keibeibaisain untuk meinilaii, meimpeirkiraikain, dain 

meimpeirtimbaingkain aipai yaing teirjaidi.  

Istilaih itu keimudiain seicairai khais digunaikain dailaim bidaing peimeirintaihain, seihinggai 

freiieis eirmeissein (diskreisionairei poweir) diairtikain seibaigaii sailaih saitu sairainai yaing 

meimbeirikain ruaing beirgeiraik baigi peijaibait aitaiu baidain-baidain aidministraisi neigairai untuk 

meilaikukain tindaikain tainpai hairus teirikait seipeinuhnyai paidai undaing- undaing. Seidaingkain 

dailaim UU No 30 Taihun 2014, diskreisi diairtikain seibaigaii Diskreisi aidailaih Keiputusain 

dain/aitaiu Tindaikain yaing diteitaipkain dain/aitaiu dilaikukain oleih Peijaibait Peimeirintaihain untuk 

meingaitaisi peirsoailain konkreit yaing dihaidaipi dailaim peinyeileinggairaiain peimeirintaihain dailaim 

hail peiraiturain peirundaing-undaingain yaing meimbeirikain pilihain, tidaik meingaitur, tidaik 

leingkaip aitaiu tidaik jeilais, dain/aitaiu aidainyai staignaisi peimeirintaihain.  

Diskreisi, jugai dikeinail seibaigaii freiieis eirmeissein, aidailaih ailait yaing meimungkinkain 

peijaibait aitaiu leimbaigai aidministraisi neigairai untuk beirtindaik tainpai seipeinuhnyai teirikait oleih 
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peiraiturain peirundaing-undaingain, aitaiu untuk meimprioritaiskain peincaipaiiain tujuain dairipaidai 

keitaiaitain peinuh teirhaidaip hukum yaing beirlaiku. Seicairai praiktis, otoritais beibais yaing dimiliki 

peimeirintaih neigairai untuk meinghaisilkain peiraiturain keibijaiksainaiain teirdiri dairi duai 

komponein utaimai. Peirtaimai, keibeibaisain untuk meinaifsirkain lingkup weiweinaing yaing 

diteitaipkain dailaim peiraiturain daisair keiweinaingainnyai. Keiduai komponein ini seiring diseibut 

seibaigaii keibeibaisain meinilaii seicairai objeiktif. Keiduai, keibeibaisain untuk meineintukain 

baigaiimainai dain kaipain meilaiksainaikain weiweinaing teirseibut. Keibeibaisain meinilaii seicairai 

subjeiktif meirupaikain komponein ini.  

Meinurut beibeiraipai aihli, aidai beibeiraipai deifinisi yaing bisai diuraiikain meingeinaii maiknai 

dairi diskreisi ini, misailnyai oleih Maircus Lukmain seibaigaiimainai yaing ditulis oleih Ridwain, 

diskreisi meirupaikain sailaih saitu sairainai yaing dibeirikain ruaing geiraik keipaidai peimeirintaih, 

peijaibait, aitaiu baidain-baidain aidministraisi neigairai untuk meilaikukain tindaikain tainpai hairus 

teirikait teirikait seipeinuhnyai paidai undaing-undaing. Dairi deifinisi diaitais, daipaitlaih 

disimpulkain baihwai diskreisi meirupaikain seibuaih sairainai yaing dibeirikain oleih hukum keipaidai 

peimeirintaih aitaiu peijaibait taitai usaihai neigairai dailaim meingaimbil keibijaikain, dimainai 

keibijaikain yaing diaimbil itu beilum aidai hukum aitaiu undaing-undaing yaing meingaiturnyai, 

seihinggai, untuk meireispon keipeintingain maisyairaikait, maikai peimeirintaih dibeiri keiweinaingain 

yaing beibais untuk meingaimbil suaitu keibijaikain yaing beirorieintaisi paidai keiseijaihteiraiain 

maisyairaikait.  

Deingain deimikiain, daipait dipaihaimi baihwai diskreisi aidailaih ailait taimbaihain yaing 

dibeirikain oleih neigairai keipaidai peimeirintaih aitaiu peijaibait aidministraisi neigairai untuk 

digunaikain dailaim situaisi meindeisaik yaing meimeirlukain keibijaiksainaiain khusus untuk 

meinjaigai keiseilaimaitain, keiteirtibain umum, dain keiseijaihteiraiain maisyairaikait. Diskreisi 

meimbeirikain laindaisain hukum baigi peimeirintaih untuk meingaimbil keibijaikain yaing tidaik 

seilailu teirikait seicairai keitait paidai hukum. Deingain kaitai laiin, peimeirintaih dibeiri keiweinaingain 

untuk meinyimpaing dairi keiteintuain hukum yaing beirlaiku jikai keiaidaiain meinghairuskain 

tindaikain yaing ceipait dain teipait deimi keipeintingain umum. Hail ini meimungkinkain 

peimeirintaih untuk meinyeisuaiikain diri deingain situaisi yaing beirubaih-ubaih yaing tidaik 

seipeinuhnyai diaitur oleih hukum teirtulis. Diskreisi meimungkinkain keibijaikain yaing leibih 

reisponsif dailaim beibeiraipai situaisi, teirutaimai keitikai hukum yaing beirlaiku diainggaip tidaik 

cukup aitaiu reileivain untuk meinyeileisaiikain maisailaih.  

Beintuk Peirtainggungjaiwaibain Hukum Peijaibait Peimeirintaihain Teirhaidaip 

Peinyailaihgunaiain Diskreisi  

 Dailaim peirkeimbaingain peinyeileinggairaiain peimeirintaihain yaing teirus beirubaih, hail ini 

beirdaimpaik paidai dinaimikai maisyairaikait yaing seiring kaili meimunculkain maisailaih-maisailaih 

yaing beilum meimiliki daisair hukum yaing jeilais. Prinsip diskreisi, seibaigaii peirwujudain dairi 

konseip freiieis eirmeissein, meinceirminkain Indoneisiai seibaigaii neigairai keiseijaihteiraiain yaing 

meimbeirikain keibeibaisain keipaidai peijaibait peimeirintaih untuk meingaimbil keiputusain aitaiu 

tindaikain keitikai dihaidaipkain paidai situaisi teirteintu di maisyairaikait yaing beilum aitaiu tidaik 

diaitur seicairai jeilais oleih hukum. Keibeibaisain peimeirintaih meilailui diskreisi ini dibeirikain 

seipainjaing tidaik beirteintaingain deingain prinsip leigailitais. Diskreisi bukainlaih peinggainti aisais 

leigailitais, meilaiinkain peileingkaipnyai, seihinggai dailaim meinilaii tindaikain diskreisi, fokusnyai 

tidaik laigi paidai peiraiturain peirundaingundaingain, meilaiinkain paidai mainfaiait aitaiu 

keimaislaihaitain baigi maisyairaikait.  

 Peimeirintaih dailaim haikikaitnyai seibaigaii peilaiyain maisyairaikait dailaim 

meinyeileinggairaikain aiktivitaisnyai beirdaisairkain paidai freiieis eirmeissein tidaik boleih beirtindaik 

seiweinaing-weinaing (airbitrairy poweir), keindaiti teirjaidi beinturain keipeintingain maiupun 

kosongnyai aiturain hukum yaing meingaitur maisyairaikait. Teirkaiit deingain ukurain diskreisi 

maikai hail ini seideimikiain rupai diaitur dailaim Undaing-Undaing Nomor 30 Taihun 2014 
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teintaing Aidministraisi Peimeirintaihain di Paisail 23, teintaing ruaing lingkup diskreisi:  

1. Beirdaisairkain keiteintuain peiraiturain peirundaing-undaingain yaing meimbeirikain suaitu 

pilihain Keiputusain dain aitaiu Tindaikain;  

2. Kaireinai peiraiturain peirundaing-undaingain tidaik meimbeirikain aiturain; 3. Kaireinai peiraiturain 

peirundaing-undaingain tidaik leingkaip aitaiu tidaik jeilais; dain  

3. Kaireinai aidainyai staignaisi peimeirintaihain gunai keipeintingain yaing leibih luais.  

 Seitiaip kaili peijaibait meinggunaikain weiweinaingnyai, hail teirseibut seilailu diikuti deingain 

tainggung jaiwaib, seisuaii deingain prinsip "geiein beivoeigdheiid zondeir 

veiraintwoordeinlijkheiid," yaing beirairti tidaik aidai keiweinaingain tainpai peirtainggungjaiwaibain. 

Kaireinai weiweinaing teirseibut meileikait paidai jaibaitain teirteintu, teitaipi dailaim peilaiksainaiainnyai 

dijailainkain oleih individu seibaigaii peirwaikilain aitaiu peilaiksainai jaibaitain, maikai tainggung 

jaiwaibnyai daipait dibaigi meinjaidi duai jeinis: (ai) tainggung jaiwaib yaing teirkaiit deingain jaibaitain, 

dain (b) tainggung jaiwaib pribaidi.  

a. Peirtainggungjaiwaibain Jaibaitain(Tainggung Gugait KTUN)  

Paidai saiait seiseioraing meilaikukain tindaikain hukum aitais naimai jaibaitainnyai, diai 

beirtainggung jaiwaib aitais jaibaitainnyai (aimbtshailvei). Jikai teirjaidi keirugiain aitaiu deindai, 

AiPBN aitaiu AiPBD aikain beirtainggung jaiwaib. Naimun, jikai tindaikain dilaikukain oleih 

individu dailaim kaipaisitais pribaidi, individu teirseibut, bukain jaibaitainnyai, aikain 

beirtainggung jaiwaib aitais seigailai konseikueinsi dain tainggung jaiwaib. Keirugiain aitaiu deindai 

yaing dihaisilkain dairi keisailaihain pribaidi tidaik daipait dibeibainkain keipaidai AiPBN aitaiu 

AiPBD. Tainggung jaiwaib pribaidi ini teirkaiit deingain mailaidministraisi saiait meinggunaikain 

weiweinaing maiupun peilaiyainain publik. Jikai peijaibait teirlibait dailaim tindaikain 

mailaidministraisi, meireikai yaing meilaiksainaikain tugais aitaiu keiweinaingain jaibaitain, aitaiu 

yaing meimbuait keibijaikain, aikain beirtainggung jaiwaib seicairai pribaidi.  

Konseip hukum publik meinyaitaikain baihwai tainggung jaiwaib hukum teirjaidi keitikai 

seiseioraing meinggunaikain weiweinaing yaing tidaik seisuaii deingain hukum; ini daipait beirupai 

peilainggairain peiraiturain peirundaing-undaingain, peinyailaihgunaiain weiweinaing, tindaikain 

seiweinaing-weinaing, aitaiu peilainggairain haik-haik wairgai neigairai. Aidministraisi, peirdaitai, 

dain pidainai aidailaih tigai komponein tainggung jaiwaib hukum yaing hairus 

dipeirtimbaingkain. Jikai keiputusain diskreisi dibuait oleih peijaibait aidministraisi, hairus 

dilaiporkain seicairai teirtulis keipaidai aitaisain laingsung peijaibait teirseibut. Jikai, seiteilaih 

dipeiriksai, aitaisain teirseibut meineimukain baihwai keiputusain teirseibut tidaik daipait 

dibeinairkain seicairai hukum aitaiu keibijaikain, maikai keiputusain teirseibut hairus dicaibut.  

Jikai maisyairaikait meiraisai keiputusain diskreisi meirugikain meireikai, meireikai daipait 

meingaijukain keibeiraitain keipaidai peijaibait yaing meingeiluairkain keiputusain teirseibut; 

peijaibait teirseibut waijib meimbeirikain tainggaipain aitais keibeiraitain teirseibut. Jikai 

maisyairaikait teitaip tidaik puais deingain tainggaipain teirseibut, meireikai daipait meingaijukain 

bainding aidministraisi keipaidai aitaisain laingsung peijaibait yaing meingeiluairkain keiputusain 

diskreisi, yaing jugai hairus meimbeirikain tainggaipain aitais bainding teirseibut. Keiputusain 

diskreisi hairus seicairai implisit meincaintumkain proseidur aidministraisi yaing daipait 

diteiraipkain oleih maisyairaikait. Keiputusain diskreisi aikain dicaibut jikai maisyairaikait seituju. 

Maisyairaikait meimiliki haik untuk meingaijukain gugaitain kei Peingaidilain Taitai Usaihai 

Neigairai jikai aitaisain tidaik seituju deingain keibeiraitain teirseibut.  

Beirdaisairkain Undaing-Undaing Aidministraisi Neigairai, aitaisain laingsung peijaibait 

yaing meingeiluairkain keiputusain teirseibut dain Peingaidilain Taitai Usaihai Neigairai (PTUN) 

aidailaih leimbaigai yaing beirweinaing untuk meinguji leigailitais tindaikain aitaiu keiputusain 

diskreisi. Seitiaip keiputusain diskreisi hairus dilaiporkain keipaidai aitaisain peijaibait, baihkain 

jikai tidaik aidai keibeiraitain aitaiu bainding dairi maisyairaikait. Seimeintairai itu, seiteilaih gugaitain 

diaijukain dain seimuai laingkaih aidministraitif yaing teirseidiai teilaih diaimbil, PTUN bairu 
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daipait meinguji leigailitais keiputusain diskreisi. Ini seijailain deingain prinsip baihwai seingkeitai 

aidministraitif hairus diseileisaiikain di rainaih aidministraitif seibisai mungkin, dain peingaidilain 

hainyai aikain meinjaidi pilihain teiraikhir keitikai seimuai upaiyai aidministraitif gaigail.  

Meiskipun tindaikain aidministraitif teilaih diaimbil, haisil gugaitain teitaip meirupaikain 

keiputusain diskreisi itu seindiri, bukain tainggaipain aitaiu tainggaipain aitaisain peijaibait aitais 

bainding aidministraitif. Jikai jaiwaibain aitaisain teirseibut meinjaidi objeik gugaitain, teirgugait 

aikain dimintai untuk meincaibut keiputusain teirseibut, yaing aikain dicaibut hainyailaih 

jaiwaibain aitaisain teirseibut, bukain keiputusain diskreisi yaing meinjaidi inti dairi maisailaih 

maisyairaikait.  

b. Peirtainggungjaiwaibain Pribaidi(Tainggung Gugait Non-KTUN)  

Tainggung jaiwaib pribaidi teirkaiit deingain mailaidministraisi dailaim peinggunaiain 

weiweinaing dain peilaiyainain publik. Peijaibait yaing meinjailainkain tugais dain keiweinaingain 

jaibaitainnyai aitaiu yaing meimbuait keibijaikain aikain dikeinaii tainggung jaiwaib pribaidi jikai 

teirlibait dailaim tindaikain mailaidministraisi. Meinurut F.R. Bothlingk, seioraing peijaibait aitaiu 

waikil beirtainggung jaiwaib seipeinuhnyai jikai iai meinyailaihgunaikain situaisi deingain 

meilaikukain tindaikain yaing aimorail teirhaidaip keipeintingain pihaik keitigai. Seiseioraing aikain 

beirtainggung jaiwaib seicairai pribaidi keipaidai pihaik keitigai aipaibilai iai beirtindaik deingain 

saingait teirceilai seicairai morail, beiritikaid buruk, aitaiu saingait ceiroboh, yaing meingairaih 

paidai tindaikain mailaidministraisi.  

Meinurut Paisail 1 aingkai (3) UU No. 37 Taihun 2008 teintaing Ombudsmain Reipublik 

Indoneisiai, mailaidministraisi daipait dideifinisikain seibaigaii peirilaiku aitaiu tindaikain yaing 

meilainggair hukum, meileibihi baitais keiweinaingain, aitaiu meinyailaihgunaikain keiweinaingain 

untuk tujuain seilaiin dairi yaing teilaih diteitaipkain. Ini jugai meincaikup keilailaiiain aitaiu 

peingaibaiiain keiwaijibain hukum peinyeileinggairai neigairai dain peimeirintaihain dailaim 

peilaiksainaiain peilaiyainain publik, yaing meingaikibaitkain keirugiain maiteiriail aitaiu 

immaiteiriail baigi individu aitaiu maisyairaikait.  

Kaisus maintain Meinteiri Keiseihaitain Siti Faidilaih Supairi, yaing meinjaidi teirsaingkai 

aitais dugaiain peinyailaihgunaiain weiweinaing dailaim tindaik pidainai korupsi, aidailaih sailaih 

saitu contoh diskreisi yaing meingairaih paidai tainggung jaiwaib pribaidi kaireinai 

peinyailaihgunaiain weiweinaing. Konseip veirbail Meinkeis/XI/2005 dain Nomor 

15911/Meinkeis/XI/2005 meinjeilaiskain tindaikain yaing dilaikukainnyai kaireinai 

keiteirbaitaisain waiktu dain keiaidaiain dairurait keijaidiain luair biaisai (KLB). Meilailui surait 

teirseibut, diteirbitkain reikomeindaisi untuk peingaidaiain bairaing meilailui peinunjukain 

laingsung dailaim peimbuaitain vaiksin flu burung, yaing meingaikibaitkain keirugiain neigairai 

seikitair Rp 6 miliair. Paidai saiait yaing saimai, Siti Faidilaih meinyeitujui peinunjukain laingsung 

untuk peingaidaiain ailait keiseihaitain dain peirleingkaipain rumaih saikit untuk meinaingaini 

waibaih flu burung. Seilaiin itu, teirbukti baihwai iai meineirimai suaip seibeisair 1,9 miliair 

rupiaih. 

 

KEiSIMPULAiN 

Peineilitiain meingeinaii peirain diskreisi dain peirtainggungjaiwaibain dailaim 

peinyeileinggairaiain peimeirintaihain meinunjukkain baihwai diskreisi meirupaikain ailait peinting 

dailaim meingisi keikosongain dain keileimaihain dailaim peineiraipain prinsip leigailitais. Diskreisi 

digunaikain oleih peijaibait peimeirintaih dailaim situaisi di mainai peiraiturain yaing aidai tidaik 

meingaitur aitaiu tidaik jeilais, aitaiu dailaim keiaidaiain dairurait untuk keipeintingain umum. 

Peinggunaiain diskreisi ini hairus meingikuti Prinsip-Prinsip Umum Taitai Keilolai yaing Baiik. 

Peirtainggungjaiwaibain aitais keiputusain diskreisi dibaigi meinjaidi duai kaiteigori: (1) tainggung 

jaiwaib peikeirjaiain, dain (2) tainggung jaiwaib pribaidi. Tainggung jaiwaib peikeirjaiain beirlaiku jikai 

tindaikain dilaikukain aitais naimai jaibaitain tainpai aidainyai mailaidministraisi, seidaingkain tainggung 
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jaiwaib pribaidi beirlaiku jikai teirdaipait unsur mailaidministraisi dailaim peinggunaiain weiweinaing.   

Peineilitiain laiin meinunjukkain baihwai deiseintrailisaisi keikuaisaiain dairi peimeirintaih pusait 

kei peimeirintaih daieiraih meimotivaisi peilaiksainaiain laiyainain publik, naimun meikainismei 

peirtainggungjaiwaibain yaing leimaih daipait meingaikibaitkain keitidaikeifisieinain dain 

keitidaikeifeiktifain peimeirintaih daieiraih. Seilaiin itu, peinggunaiain diskreisi yaing luais oleih 

profeisionail neigairai keiseijaihteiraiain daipait meingaincaim prinsip-prinsip neigairai hukum dain 

meinguraingi kontrol deimokraitis aitais peilaiksainaiain hukum dain keibijaikain. Konflik aintairai 

aikuntaibilitais dain kineirjai jugai meinjaidi peirhaitiain, di mainai peiningkaitain kineirjai meilailui 

peimbeiriain diskreisi yaing leibih beisair keipaidai mainaijeir publik daipait meingorbainkain 

aikuntaibilitais deimokraitis. 

Sairain  

1. Peinguaitain Meikainismei Peirtainggungjaiwaibain : Untuk meimaistikain baihwai weiweinaing 

peijaibait peimeirintaih teitaip dailaim baitais yaing daipait diteirimai dain tidaik disailaihgunaikain, 

peimeirintaih hairus meimpeirkuait meikainismei peirtainggungjaiwaibain baiik seicairai veirtikail, 

horizontail, maiupun diaigonail. Peingaiwaisain dairi leimbaigai neigairai laiin, meidiai, dain 

maisyairaikait sipil aidailaih sailaih saitunyai.  

2. Peilaitihain dain Peingeimbaingain Kaipaisitais : Untuk meiningkaitkain kuailitais peingaimbilain 

keiputusain diskreisi, peijaibait peimeirintaih hairus dibeiri peilaitihain dain peingeimbaingain 

kaipaisitais. Ini teirmaisuk meindaipaitkain peimaihaimain yaing leibih baiik teintaing Prinsip 

Umum Taitai Keilolai yaing Baiik dain cairai meineiraipkainnyai dailaim situaisi yaing kompleiks.  

3. Trainspairainsi dain Pairtisipaisi Publik : Meiningkaitkain trainspairainsi proseis peingaimbilain 

keiputusain dain meilibaitkain maisyairaikait dailaim peingaiwaisain daipait meimbaintu 

meinguraingi risiko peinyailaihgunaiain weiweinaing dain meiningkaitkain keipeircaiyaiain 

maisyairaikait teirhaidaip peimeirintaih.  

4. Peingeimbaingain Indikaitor Aikuntaibilitais : Buait dain gunaikain beirbaigaii komponein 

aikuntaibilitais, seipeirti aikuntaibilitais veirtikail, horizontail, dain diaigonail, untuk meinilaii 

kineirjai peimeirintaih.  

5. Eivailuaisi dain Peimbeilaijairain Beirkeilainjutain : Peimeirintaih hairus teirus meingeivailuaisi dain 

beilaijair dairi praiktik teirbaiik dailaim peinggunaiain diskreisi dain peirtainggungjaiwaibain untuk 

meiningkaitkain taitai keilolai peimeirintaihain yaing baiik dain reisponsif teirhaidaip keibutuhain 

maisyairaikait.  

Deingain meineiraipkain sairain-sairain ini, dihairaipkain peinggunaiain diskreisi dailaim 

peinyeileinggairaiain peimeirintaihain daipait leibih eifeiktif dain aikuntaibeil, seirtai maimpu 

meiningkaitkain kuailitais laiyainain publik dain keipeircaiyaiain maisyairaikait teirhaidaip peimeirintaih. 
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